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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan faktor-faktor penghambat
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam penyelesaian
perselisihan pemutusan hubungan kerja di Kota Jambi. Adapun rumusan masalah
yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan Faktor-faktor penghambat lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan pemutusan
hubungan kerja. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini
menunjukkan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam
penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melakukan tugasnya sesuai
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial namun belum berjalan dengan maksimal. Bipartit dilakukan
antara pengusaha dan pekerja tanpa pihak ketiga namun jarang tercapai
kesepakatan, hal ini terlihat dari data yang diperoleh penulis hanya 33 yang
mencapai perjanjian bersama. Mediasi dilakukan oleh mediator di Dinas Tenaga
Kerja yang berperan dalam menengahi pihak yang berselisih, dari data yang
diperoleh penulis dari 260 perselisinan yang ada 157 diantaranya diselesaikan
dengan perjanjian bersama dan 56 diantaranya dengan anjuran, dari 56 anjuran
tersebut 32 diantaranya diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena
salah satu pihak tidak menyetuji isi anjuran. Penyelesaian perselisihan melalui
konsiliasi tidak berjalan di Kota Jambi. Penyelesaian perselisihan melalui
Pengadilan Hubungan Industrial yang berperan memeriksa dan memutus perkara
perselisihan. Faktor-faktor penghambat lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial antara lain kurangnya mediator yang ada, ketidakhadiran para
pihak, terbatasnya waktu penyelesaian yang hanya 30 (tiga puluh) hari untuk
penyelesaian melalui mediasi dan 50 (lima puluh) hari untuk penyelesaian melalui
Pengadilan Hubungan Industrial.
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